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PENETAPAN
439/Pdt.P/2019/PA.MORTB

r/
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Morotai Memeriksa dan mengadili perkara tertentu
pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim menjatuhkan penetapan atas

perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh :

Raisudin Samanau bin Samanau, Tanggal Lahir 04 Februari 1945 (umur 74
tahun), Agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan
Petani, bertempat tinggal di Desa Mira Kecamatan Morotai Timur
Kabupaten Pulau Morotai, selanjutnya disebut Pemohon I;

Alwia Jurumudi binti Jurumudi, Tanggal Lahir (umur 119 tahun), Agama
Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga,
bertempat tinggal di Desa Mira Kecamatan Morotai Timur
Kabupaten Pulau Morotai, selanjutnya disebut Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;
DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il dengan surat permohonannya yang
telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Morotai tertanggal 1
November yang terdaftar dalam register Nomor 439/Pdt.P/2019/PA.MORTB
tanggal 06 November 2019 mengajukan yang pokoknya sebagai berikut:;
1. Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il adalah suami isteri yang menikah di
Desa Mira Kecamatan Morotai Timur Kabupaten Pulau Morotai pada tanggal
14 Mei 1986;
2. Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah Sam Jurumudi;
3. Bahwa mahar perkawinan Pemohon | dan Pemohon Il adalah berupa uang
tunai RP. 10.000;
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4. Bahwa sebagai saksi nikah adalah dua orang laki-laki bernama Tengahin
Gogasa dan Ahmad Teki;

5. Bahwa atas perkawinan Pemohon | dan Pemohon Il tersebut tidak pernah
menerima kutipan akta nikah dari Kantor urusan Agama;

6. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon | berstatus Perjaka dan
Pemohon Il berstatus Perawan dan antara Pemohon | dan Pemohon Il;

7. Bahwa antara Pemohon | dan Pemohon Il tidak ada hubungan darah atau
semenda yang menghalangi untuk menikah, baik menurut ketentuan hukum
Islam maupun perUndang Undangan yang berlaku;

8. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon | dan Pemohon Il telah hidup
rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan belum dikaruniai anak;

9. Bahwa sepanjang pernikahan Pemohon | dan Pemohon II, rumah tangga
Pemohon | dan Pemohon Il rukun dan harmonis dan tidak ada orang lain
yang keberatan terhadap perkawinan Pemohon | dan Pemohon II;

10.Bahwa sejak menikah hingga saat ini Pemohon | dan Pemohon Il tidak
pernah bercerai dan tetap beragama islam;

11.Bahwa Pemohon | dan Pemohn Il memohon kepada Ketua Pengadilan
Agama Morotai mengitsbatkan pernikahan Pemohon | dan Pemohon I
tersebut;

12.Bahwa maksud Pemohon | dan Pemohon | mengajukan permohonan ini
adalah untuk memperoleh buku nikah sebagai bukti pernikahan Pemohon |
dan Pemohon II;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon | dan Pemohon Il mohon
agar Ketua Pengadilan Agama Morotai di Tobelo memeriksa dan mengadili
perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi
sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon | dan Pemohon II;

2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon | (Raisudin Samanau) dan
Pemohon Il (Alwia Jurumudi) yang dilaksanakan pada tanggal 14 Mei 1986
di Desa Mira Kecamatan Morotai Timur Kabupaten Pulau Morotai;

3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

Subsider:
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Mohon Penetapan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon | dan Pemohon
Il tidak hadir menghadap dalam persidangan dan tidak menyuruh orang lain
untuk menghadap sebagai wakil/lkuasa hukumnya meskipun telah dipanggil
secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang,
sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu
halangan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang
termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan

dari putusan ini;
PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon | dan
Pemohon Il adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon | dan Pemohon Il  tidak hadir di
persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau
kuasanya, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu
halangan yang sabh;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut belum masuk
pemeriksaan pokok perkaranya maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon |
dan Pemohon Il tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara dan berdasarkan
ketentuan pasal 148 R.Bg maka permohonan Pemohon | dan Pemohon Il telah
dapat dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa kegiatan pelayanan itsbat nikah terpadu seluruh
biaya perkara dibebankan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau
Morotai melalui DIPA Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Pulau Morotai Tahun 2019;

Memperhatikan Pasal-Pasal pada Undang-Undang Nomor 48 tahun
2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang
Nomor 50 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lainnya serta
hukum syara’ yang berkaitan dengan perkara ini;
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MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon | dan Pemohon Il gugur;

2. Membebankan biaya perkara kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau
Morotai melalui DIPA Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2019 sejumlah Rp300.000,- (tiga ratus ribu
rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama Morotai pada hari

Rabu tanggal 27 November 2019 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 30

Rabiul Awwal 1441 Hijriyah oleh Saiin Ngalim, S.HI. Hakim tunggal yang

menangani perkara ini, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam

sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh Ihwan Ahsan, BA.

sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon | dan Pemohon II;

Hakim,

Saiin Ngalim, S.HI.

Panitera Pengganti,

lhwan Ahsan, BA.

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran . Rp. 30.000,-
2. ATK/ Proses . Rp. 50.000,-
3. Panggilan : Rp. 184.000,-
4. PNBP Relaas Pertama : Rp. 20.000,-
5. Redaksi . Rp. 10.000,-
6. Meterai . Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 300.000,-

.(tiga ratus ribu rupiah)
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